
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPITTUSAIT DEVAIT PERWAKILAIT RAI(YAT DAERAII
I{ABI'PATEI{ BREBES

I{OMOR 13 TAIIUN 2O2O

TENTANG

PROGRAU PEUBEI{TT'XAN PERATI'RA.TT DAIRAII
KABTIPATEIT BREBES

TAHUN 2021

DEWAN PERtrIAKILAI{ RAI(YAT DAERAH KABUPATEI{ BREBES

Menimbang a. bahwa dalam rangka kelancaran tugas pokok

dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

serta tertib administrasi Perencanaan

Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten

Brebes Tahun 2027, prlu penyusunan Program

Pembentukan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan Pasal 16 ayat (l) dan ayat

(2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah disebutkan bahwa hasil

Penyusunan Program Pembentukan Peraturan

Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah dan Pemerintah Daerah ditetapkan

dalam Rapat Paripurna dan ditetapkan dengan

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

c. bahwa sehubungan hal sebagaimana tersebut

huruf a dan huruf b, serta hasil pembicaraan

dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Brebes tanggal

30 November 2O2O, perlu menetapkan



Mengingat

Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Brebes.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam

Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor

421;

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang

Partai Politik (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011, Tambahan kmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

fi-embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O11

Nomor 82, Tambahan kmbaran Negara Republik

Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun

20ll tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2O19 Nomor 183, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan kmbaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang - Undang Nomor 42 Tahun 2Ol4

tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2Ol4 tentang Majelis

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lrmbaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 383,

Tambahan [rmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5650);

6. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2O17 tentang

Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 383, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

s6s0);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018

tenta-ng Pedoman Penyusunan Tata Tertib

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi,

Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59,

Tambahan kmbaran Negara Republik

Indonesia Nomor 6197);

8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014

tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

(l,embaran Negara Republik Indonesia Nomor

1e9);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

l2O Tahun 2018 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80

Tahun 2Ol5 tentang Pembentukan Produk

Hukum Daerah;

9. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Brebes Nomor 01 Tahun 2019

tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Brebes.



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN

Program Pembentukan Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes Tahun 2021 sebagaimana

tersebut dalam lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Program Pembentukan Peraturan Daerah

sebagaimana dimaksud Diktum KESATU

keputusan ini, merupakan pedoman bag,

Pemerintah Kabupaten Brebes dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes

dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Brebes.

Dalam keadaan tertentu Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah atau Pemerintah Kabupaten

Brebes dapat mengajukan rancangan peraturan

daerah di luar Propemperda sebagaimana

tersebut Diktum KESATU dalam hal:

a. untuk mengatasi keadaan luar biasa,

keadaan konflik atau bencana alam;

b. menindaklanjuti kery'asama dengan pihak

lain;

c. keadaan tertentu lainnya yang memaksakan

adanya urgensi atas suatu rancangan

peraturan daerah yang disetujui bersama

oleh alat kelengkapan Dewan Perwakilan

Ralcyat Daerah yang khusus menangani

legislasi dan Bagian Hukum Sekretariat

Daerah Kabupaten Brebes;

d. perintah dari ketentuan peraturan

perundang-undangan yang lebih ti.rgg,

setelah Program Pembentukan Peraturan

Daerah ditetapkan.
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I. RAPERDA INISIATIF DPRD:

II. RAPERDAUSULANEKSEKUTIF:

9.

10.

11.

't2.

Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial

Perumahan dan Permukiman Kumuh

LP28

Pengelolaan Keuangan Daerah

Pertanggungiawaban Petraksanaan APBD TA 2O2O

Perubahan APBD Kabupa.ten Brebes "tA 2027

APBD Kabupaten Brebes TA 2022

Penyertaan Modal Daerah pada PI. Bank Pembangunal

Daerah Jawa Tengah dal pada Perusahaan Umum

Daerah Brebes Mulya Sejahtera

Kepemudaan

Jal,an Kabupaten

Rencana Induk Pengembangan Perhubungan

Penyelenggaraan Perhubungan

Lampiran KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN

RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

NOT OR : |3T/$1UN2020

TANGGAL : 30 N0VEMBER2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
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NO JUOUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH KET,
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Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro,

Menengah

Sistem Perencanaan dan Pembangunan Daerah

Desa Wisata

Kabupaten Layak Anak

Perlindungan Fakir Miskin dan Anak Terlantar

Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Daerah

Hak Prolokoler DPRD

Pesantren

Pemekaran Kecamatan

Kecil, dan

NO KET.
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JUDUL RANCANGAN PERATURAN DAERAH
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